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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR 92/BC/2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT)
JAM SEHARI DAN 7 (TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PELABUHAN TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Diktum KETUJUH
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.04/2009 tentang
Pelayanan Kepabeanan 24 (dua puluh empat) Jam Sehari dan 7
(tujuh) Hari Seminggu pada Kantor Pabean di Pelabuhan Tertentu,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kepabeanan 24 (dua puluh
empat) Jam Sehari dan 7 (tujuh) Hari Seminggu pada Kantor Pabean
di Pelabuhan Tertentu;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di
Lingkungan Lembaga Pemerintah;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996 tentang
Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.04/2009
tentang Pelayanan Kepabeanan 24 (dua puluh empat) Jam Sehari
dan 7 (tujuh) Hari Seminggu pada Kantor Pabean di Pelabuhan
Tertentu;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PETUN]JUK PELAKSANAAN PELAYANAN
KEPABEANAN 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM SEHARI DAN 7
(TUJUH) HARI SEMINGGU PADA KANTOR PABEAN DI
PELABUHAN TERTENTU.



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Hari kerja resmi di lingkungan Kantor Pabean di pelabuhan tertentu
adalah 5 (lima) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari
Jumat dengan jumlah jam kerja efektif 42 (empat puluh dua) jam

sebagai berikut :

a. hari Senin sampai dengan hari Kamis :jam 07.30 - 17.00
waktu istirahat :jam 12.15 - 13.00;

b. hari Jumat :jam 07.30 - 17.00
waktu istirahat :jam 11.30 - 13.15;

jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum jam
kerja selama 30 (tiga puluh) menit.

Pelayanan kepabeanan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam
sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu meliputi pelayanan kepabeanan
yang dilaksanakan:

a.

pada hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA;

b. diluar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;

pada hari libur kerja, yaitu pada hari libur biasa atau hari libur
nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepabeanan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

Pelayanan kepabeanan dilaksanakan berdasarkan manajemen
risiko.

Kepala Kantor Pabean di pelabuhan tertentu mengatur
penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dengan mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan
pegawai.

Penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dengan
giliran jam kerja (shift) dan/atau kerja lembur.

Penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan surat
tugas yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean di pelabuhan
tertentu.

Giliran jam kerja (shift) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA angka 3 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Giliran jam kerja (shift) diatur dalam 3 (tiga) giliran jam kerja
(shift) dengan ketentuan waktu kerja:

a. giliran jam kerja (shift) I = Pukul 07.30 s.d. 17.00;
b. giliran jam kerja (shift) II = Pukul 17.00 s.d. 24.00;
c. giliran jam kerja (shift) III = Pukul 00.00 s.d. 07.30.



KELIMA

KEENAM

2. Dalam hal ketersediaan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai tidak mencukupi untuk diatur dalam 3 (tiga) giliran
jam kerja (shift) sebagaimana dimaksud pada angka 1, giliran jam
kerja (shift) dapat diatur dalam 2 (dua) giliran jam kerja (shift)
dengan ketentuan waktu kerja:

a. giliran jam kerja (shift) I = Pukul 07.30 s.d. 17.00 ditambah 3
(tiga) jam lembur sehingga berakhir pada pukul 20.00;

b. giliran jam kerja (shift) II = Pukul 20.00 s.d. 04.30 ditambah 3
(tiga) jam lembur sehingga berakhir pada pukul 07.30.

3. Dalam hal giliran jam kerja (shift) tidak dapat diatur sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Kepala Kantor Pabean di
pelabuhan tertentu dapat mengatur giliran jam kerja (shift) sesuai
dengan kebutuhan.

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kepabeanan di luar hari
dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf
b atau pada hari libur kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf ¢, Kepala Kantor Pabean di pelabuhan tertentu dapat
melimpahkan tugas dan wewenang yang dimilikinya kepada Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan menerbitkan surat tugas.

Pelayanan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan oleh
pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari dan
jam kerja, di luar hari dan jam kerja, atau pada hari libur kerja
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelayanan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan oleh
pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari
dan jam kerja, di luar hari dan jam kerja, atau pada hari libur
kerja, dapat dilimpahkan penyelesaiannya kepada
pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
ditugaskan pada giliran jam kerja (shift) berikutnya.

2. Pelayanan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan oleh
pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari
dan jam kerja, di luar hari dan jam kerja, atau pada hari libur
kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terkait dengan
pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang, dapat dilimpahkan penyelesaiannya
kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
ditugaskan pada giliran jam kerja (shift) berikutnya, atas dasar
permohonan pengguna jasa.

3. Pelayanan kepabeanan yang belum dapat diselesaikan oleh

pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada hari
dan jam kerja, di luar hari dan jam kerja, atau pada hari libur
kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang terkait dengan
pelaksanaan tugas administrasi dan tugas lainnya, dapat
dilimpahkan penyelesaiannya secara langsung kepada
pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang ditugaskan pada giliran
jam kerja (shift) berikutnya.



KETUJUH

KEDELAPAN

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean di pelabuhan tertentu
dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis tentang pelayanan
kepabeanan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari
seminggu sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Direktur
Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 16
Januari 2010.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1.
2.

Menteri Keuangan;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal,
para Kepala/Ketua Badan, dan para Staf Ahli Menteri
Keuangan;

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para Direktur,
Kepala Pusat Kepatuhan Internal, dan para Tenaga Pengkaji, di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
dan

Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan para
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang ditetapkan
untuk melakukan pelayanan kepabeanan sesuai Keputusan
Direktur Jenderal ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332



